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ABSTRAK

Fenomena transgender pasca operasi kelamin merupakan salah satu
persoalan fikih kontemporer yang kompleks karena melibatkan dimensi biologis,
psikologis, sosial, dan keagamaan. Perubahan jenis kelamin melalui tindakan medis
tidak hanya berdampak pada identitas fisik seseorang, tetapi juga menimbulkan
implikasi hukum dalam pelaksanaan ibadah, seperti penentuan saf shalat, kewajiban
menutup aurat, serta tata cara bersuci. Kompleksitas tersebut menuntut kajian fikih
yang mendalam agar pelaksanaan ibadah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip
syariat Islam. Dalam konteks ini, pandangan Yisuf al-Qaradaw1 dan Ibn ‘Utaymin
menjadi penting untuk dikaji karena keduanya merepresentasikan pendekatan
metodologis yang berbeda dalam merespons isu transgender pasca operasi kelamin.

Penelitian ini menggunakan teori Maslahah sebagai kerangka analisis
dengan merujuk pada pemikiran Imam al-Ghazali, yang membagi Maslahah ke
dalam tiga kategori, yaitu Maslahah mu ‘tabarah, Maslahah mulghah, dan
Maslahah mursalah. Maslahah mursalah dipilih karena memberikan ruang ijtihad
selama tidak bertentangan dengan nash dan tujuan utama syariat (maqasid al-
syari‘ah). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
kepustakaan (/ibrary research) dan bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Data
diperoleh dari literatur primer dan sekunder yang relevan, kemudian dianalisis
untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh terkait
status hukum ibadah bagi transgender pasca operasi kelamin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradawi cenderung
membolehkan pelaksanaan ibadah berdasarkan jenis kelamin pasca operasi apabila
tindakan medis tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan yang sah dan bertujuan
mengembalikan identitas biologis yang sesuai. Sebaliknya, Ibn ‘Utaymin menolak
pengakuan perubahan jenis kelamin kecuali dalam kasus kelainan bawaan seperti
khuntsa, serta mewajibkan individu tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan jenis
kelamin asalnya. Kedua tokoh sepakat bahwa operasi perubahan kelamin tanpa
indikasi medis yang jelas tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah ketentuan
ibadah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan keragaman metodologi ijtihad
dalam Islam dan menegaskan pentingnya keseimbangan antara teks syariat dan
pertimbangan kemaslahatan dalam merespons persoalan kontemporer.

Kata kunci: Transgender, Maslahah, Yusuf al-Qaradawi, Ibn ‘Utaymin.
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ABSTRACT

The phenomenon of transgender individuals after sex reassignment surgery
represents a complex issue in contemporary Islamic jurisprudence, as it involves
biological, psychological, social, and religious dimensions. Surgical gender
transition not only affects a person’s physical identity but also raises legal
implications concerning religious practices, such as prayer row arrangements,
obligations of covering the aurah, and rules of ritual purification. This complexity
necessitates an in-depth juristic study to ensure that religious practices remain
consistent with the principles of Islamic law. In this context, the views of Yusuf al-
Qaradawi and Ibn ‘Utaymin are significant, as both scholars employ different
methodological approaches in addressing the issue of post-operative transgender
individuals.

This study employs the theory of Maslahah as its analytical framework,
drawing upon Imam al-Ghazali's classification of Maslahah into three categories:
Maslahah mu ‘tabarah, Maslahah mulghah, and Maslahah mursalah. Maslahah
mursalah is utilized because it allows for juristic reasoning (ijtihad) as long as it
does not contradict the textual sources (nass) and the objectives of Islamic law
(maqgasid al-shari‘ah). This research adopts a qualitative library research
approach and is descriptive-analytical-comparative in nature. Data were collected
from primary and secondary sources and analyzed to identify similarities and
differences in the scholars’ views regarding the legal status of worship for post-
operative transgender individuals.

The findings indicate that Yusuf al-Qaradawi tends to permit worship
practices based on post-operative gender when the surgery is performed due to
legitimate medical necessity and aims to restore the appropriate biological identity.
In contrast, Ibn ‘Utaymin rejects the recognition of gender change except in cases
of congenital conditions such as khuntsa (intersex) and maintains that worship
should be performed according to one’s original sex. Both scholars agree that sex
reassignment surgery without clear medical indication cannot serve as a basis for
altering religious rulings. These differing perspectives reflect the diversity of ijtihad
methodologies in Islam and underscore the importance of balancing scriptural texts
with considerations of public welfare (maslahah) in responding to contemporary
issues.

Keywords: Transgender, Maslahah, Yusuf al-Qaradawi, Ibn ‘Utaymin.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena transgender merupakan isu kompleks yang menyentuh berbagai
aspek kehidupan manusia, termasuk aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, dan
keagamaan. Dalam konteks biologis, jenis kelamin seseorang secara umum
ditentukan oleh faktor genetik dan anatomi tubuh. Sejak lahir, manusia
diklasifikasikan sebagai laki-laki atau perempuan berdasarkan karakteristik fisik
yang tampak, seperti alat kelamin, kromosom (XX untuk perempuan dan XY untuk
laki-laki), serta hormon-hormon reproduksi yang dominan. Namun, dalam beberapa
kasus tertentu, seseorang dapat mengalami kondisi yang disebut disforia gender,
yaitu ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis dan identitas gender yang
dirasakan.!

Hal ini dapat mendorong sebagian individu untuk melakukan operasi
perubahan kelamin (gender reassignment surgery) guna menyesuaikan fisik tubuh
mereka dengan identitas gender yang mereka yakini. Proses ini secara medis
melibatkan prosedur kompleks, seperti pengangkatan atau rekonstruksi organ
reproduksi, pemberian hormon, serta terapi psikologis. Di sinilah kemudian muncul
pertanyaan penting dalam ranah agama, khususnya Islam: bagaimana hukum dan
pandangan agama terhadap transgender pasca operasi?, terutama ibadah yang

bersifat berkaitan erat dengan jenis kelamin seperti shalat berjamaah, penggunaan

! Anne Fausto-Sterling, Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality,
(New York: Basic Books, 2000), him. 45.



pakaian, saf (barisan shalat), wudhu, dan mandi wajib.?

Masuk ke dalam ranah keislaman, permasalahan transgender menjadi topik
yang memerlukan kajian mendalam karena menyangkut hukum-hukum ibadah
yang telah diatur secara rinci dalam syariat Islam. Dalam Islam, jenis kelamin
seseorang menjadi dasar penting dalam penentuan tata cara pelaksanaan berbagai
ibadah. Misalnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan terlihat dalam hal
pembagian saf dalam shalat berjamaah, kewajiban menutup aurat, hingga tata cara
mandi wajib. Oleh karena itu, perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh
seseorang tidak hanya menjadi isu medis atau psikologis, tetapi juga menjadi
persoalan fikih yang menuntut kejelasan hukum. Di sinilah peran ulama sangat
penting untuk memberikan pandangan dan penjelasan agar umat Islam tidak
terjerumus dalam praktik ibadah yang keliru atau menyalahi syariat. Namun, para
ulama tidak selalu memiliki pandangan yang seragam terhadap isu ini, terutama
karena kompleksitas realitas transgender serta keterbatasan nash (teks) dalam Al-
Qur'an dan Hadith yang membahas secara eksplisit tentang operasi perubahan
kelamin.?

Dua tokoh ulama kontemporer yang memiliki pandangan penting dalam isu
ini adalah Yasuf al-Qaradawi dan Muhammad Ibn ‘Utaymin. Keduanya
merupakan cendekiawan Islam yang berpengaruh dan memiliki pendekatan

metodologis yang berbeda dalam memahami hukum-hukum Islam. Yusuf al-

Qaradawi dikenal sebagai ulama moderat yang banyak menggunakan pendekatan

2 [bid.

3 Amina Wadud, Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam (Oxford: Oneworld
Publication, 2006), him. 108.



magqasid al-syari‘ah (tujuan-tujuan syariat) dalam berfatwa, sedangkan Ibn
‘Utaymin merupakan representasi dari mazhab Hanbali yang lebih literal dan
konservatif dalam memahami teks-teks keagamaan. Perbedaan metodologi ini turut
membentuk perbedaan pandangan mereka terhadap isu transgender, khususnya
mengenai penggunaan jenis kelamin pasca operasi dalam pelaksanaan ibadah.*
Yisuf al-Qaradawi dalam berbagai fatwanya menunjukkan kecenderungan
yang lebih inklusif terhadap kaum transgender, dengan catatan bahwa operasi
perubahan kelamin dilakukan atas dasar kebutuhan medis yang jelas, seperti dalam
kasus orang yang mengalami gangguan identitas gender yang serius (disforia
gender).’ Bagi al-Qaradawi, jika operasi dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata
yang bisa dibuktikan secara medis, maka perubahan jenis kelamin tersebut bisa
diterima secara hukum, dan orang yang bersangkutan dapat diperlakukan sesuai
dengan jenis kelamin pasca operasinya dalam pelaksanaan ibadah. Artinya, jika
seseorang yang semula laki-laki telah menjalani operasi menjadi perempuan dan
telah mendapatkan pengakuan medis serta sosial, maka dalam pandangan al-
Qaradawi, ia boleh shalat bersama saf perempuan, menggunakan pakaian
perempuan, dan mengikuti ketentuan ibadah bagi perempuan. Pandangan ini
didasarkan pada prinsip kemaslahatan, meringankan beban penderitaan individu,
dan menghindari kerusakan (mafsadah) yang lebih besar, serta adanya realitas

biologis baru yang terjadi pasca operasi.®

4 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah (Kairo: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 265.

5 Yusuf al-Qaradawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.
122.

¢ Yusuf al-Qaradawi, Halal dan Haram dalam Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001),
hlm. 85.



Sementara itu, Muhammad Ibn ‘“Utaymin menolak pengakuan perubahan
jenis kelamin melalui operasi dalam konteks fikih ibadah. Menurutnya, jenis
kelamin seseorang tidak dapat diubah melalui tindakan manusia, karena hal tersebut
merupakan ciptaan Allah yang tidak boleh diutak-atik. Dalam pandangan Ibn
‘Utaymin, tindakan operasi kelamin, begitu juga dalam kasus kelainan bawaan
(interseks atau khunsa) merupakan bentuk tasyabbuh (penyerupaan) yang
diharamkan. Oleh karena itu, meskipun secara fisik seseorang telah mengalami
perubahan kelamin, identitas jenis kelamin dalam ibadah tetap harus mengikuti
jenis kelamin asalnya. Misalnya, seseorang yang dilahirkan sebagai laki-laki tetapi
telah melakukan operasi menjadi perempuan, dalam pandangan Ibn ‘Utaymin tetap
berkewajiban melaksanakan ibadah sebagaimana laki-laki, termasuk shalat di saf
laki-laki, karena perubahan yang dilakukan dianggap tidak sah menurut syariat.’

Perbedaan pendapat ini memperlihatkan bagaimana pendekatan yang
berbeda dalam memahami nash dan realitas kontemporer menghasilkan fatwa yang
juga berbeda. Yiasuf al-Qaradawi mengedepankan pendekatan maslahat dan
konteks sosial, sedangkan Ibn “Utaymin berpegang kuat pada keotentikan teks dan
prinsip keharaman perubahan ciptaan Allah secara mutlaq. Kedua pandangan ini
merefleksikan spektrum pemikiran dalam Islam yang terus berkembang dalam
merespons isu-isu kontemporer, termasuk isu transgender yang saat ini semakin

mendapat perhatian luas di berbagai belahan dunia Muslim.®

7 Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin, Fatawa Nur ‘ala al-Darb (Riyadh: Maktabah al-
Shamilah, 2005), him. 211.

8 Tariq Ramadan, Islam and the Arab Awakening, (Oxford: Oxford University Press, 2012),
hlm. 142.



Kajian komparatif terhadap pandangan kedua tokoh ini menjadi sangat
penting, tidak hanya dalam upaya memahami posisi fikih terhadap transgender,
tetapi juga sebagai refleksi atas bagaimana syariat Islam bersikap terhadap
perubahan sosial dan tantangan zaman modern. Melalui studi perbandingan ini,
umat Islam diharapkan mampu melihat permasalahan transgender tidak hanya dari
satu sudut pandang yang sempit, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek
kemanusiaan, psikologis, dan kebutuhan nyata individu. Di sisi lain, studi ini juga
membantu menegaskan batasan-batasan syariat yang harus dijaga agar tidak terjadi
pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam yang hakiki.’

Di tengah perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan hak
individu, isu transgender dalam pelaksanaan ibadah akan terus menjadi
perbincangan hangat di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, kontribusi pemikiran
dari tokoh-tokoh seperti Yusuf al-Qaradaw1 dan Muhammad Ibn ‘Utaymin sangat
penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan pandangan
keagamaan yang bersifat moderat, solutif, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip
syariah. Dengan melakukan studi komparatif atas pandangan mereka, akan
diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam
memposisikan identitas gender dalam ranah ibadah, serta sejauh mana perubahan
biologis akibat operasi dapat memengaruhi status hukum seseorang di mata
syariat.!?

Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk melihat lebih jauh mengenai

 Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Gender (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 134.
19 Ibid., hlm. 136.



penggunaan jenis kelamin pasca operasi bagi transgender dalam pelaksanaan
ibadah Yiusuf al-Qaradawi dan Ibn ‘Utaymin, maka dengan itu penulis ingin
menulis proposal dengan mengangkat judul: “Studi Komparatif Pandangan Yusuf
al-Qaradaw1 dan Ibn ‘Utaymin Tentang Transgender Pasca Operasi Kelamin Dalam
Pelaksanaan Ibadah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ibn ‘Utaymin mengenai
pelaksanaan ibadah bagi transgender pasca operasi kelamin?

2. Bagaimana perbandingan pandangan Yiusuf al-Qaradawi dan Ibn ‘Utaymin
dalam pelaksanaan ibadah bagi transgender pasca operasi kelamin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki
tujuan sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan pandangan Yisuf al-Qaradawi dan Ibn “Utaymin
mengenai penggunaan jenis kelamin pasca operasi bagi transgender dalam
pelaksanaan ibadah.

b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan Yusuf al-
Qaradaw1 dan Ibn ‘Utaymin dalam merespons penggunaan jenis kelamin
pasca operasi bagi transgender dalam pelaksanaan ibadah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis



Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang
praktek ubudiyah transgender. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang berkaitan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

referensi bagi akademisi maupun praktisi, baik dari Fakultas Syari’ah dan

Hukum, maupun di luar lingkup Fakultas Syari’ah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Pertama, jurnal dari Wieza Zahman dan M. Alpi Syahrin, yang berjudul
Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Yang Merubah Jenis Kelamin / Transgender
Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.
Hasil dari penelitian ini bahwa dengan melihat penjelasan mengenai permasalahan
tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum perdata
menjadi seorang trangender tidak menjadi penghalang seseorang untuk
mendapatkan warisan. Begitu juga dengan hukum waris Islam, seorang transgender
akan tetap mendapatkan waris dan tetap sah menjadi ahli waris. Bagian yang
diterima oleh transgender sesuai dengan dedudukannya dalam golongan ahli waris
menurut KUHPerdata. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam seorang
transgender tidak akan menerima bagian mengikuti jenis kelamin terbaru setelah
melakukan operasi pergantian kelamin. Transgender akan mendapatkan bagian
warisan sesuai dengan jenis kelamin asalnya jika dia laki- laki yang berubah

menjadi perempuan maka dalam waris Islam dia akan mendapatkan bagian sebagai



laki-laki begitu sebaliknya. Disarankan untuk mengisi kekosongan hukum
mengenai kewarisan bagi orang- orang yang melakukan penggantian alat kelamin
(transgender/ transeksual) maka penulis menyarankan agar pemerintah segera
melakukan pencantuman atau membuat peraturan perundang- undangan mengenai

transgender.!!

Kedua, jurnal dari Septira Putri Mulyana, Kristi Fosa Akwila, Lely
Mabhartina Khoiru Ummah, Febrina Triswati, yang berjudul Analisis Waria Atau
Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Positif. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam perspektif hukum positif,
keberadaan transgender di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra, di mana
pihak pro mendasarkannya pada hak asasi manusia sebagai kebebasan individu,
sedangkan pihak kontra berpandangan bahwa transgender menyalahi kodrat Tuhan
dan dianggap sebagai penyakit, bukan bagian dari HAM; konstitusi Indonesia
memang mengakui HAM, namun dengan batasan agar tidak bertentangan dengan
moral, nilai agama, serta ketertiban umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 70
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan sila pertama Pancasila yang
menjadikan nilai agama sebagai penyangga demokrasi; dalam hukum Islam,
transgender tetap diakui sebagai manusia yang memiliki karamah insaniyah, tetapi
tetap dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, sehingga Fatwa MUI yang mengharamkan

operasi kelamin dinilai tepat secara hukum dan agama; secara prinsip, hukum

1" Zahman, Wieza, M. Alpi. Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Yang Merubah Jenis
Kelamin/Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum
Islam, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2024, 3.1: 52-64.



positif dan hukum Islam tidak mempermasalahkan hak asasi kaum transgender,

namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketidaksejalanan antara keduanya.'?

Ketiga, jurnal dari Lia Novemza, yang berjudul Perlindungan Hak Asasi
Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin. Hasil dari penelitian ini bahwa meskipun
peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara eksplisit mengatur
mengenai transeksual, transgender, dan pergantian jenis kelamin, pendekatan
hukum dan yurisprudensi menunjukkan bahwa hak-hak individu yang melakukan
pergantian jenis kelamin tetap dapat diakui dan dilindungi secara hukum melalui
dasar-dasar hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
dalam beberapa putusan pengadilan seperti di Yogyakarta, Boyolali, dan Ungaran,
hakim menggunakan pendekatan hukum progresif dan metode interpretasi otentik
dengan mempertimbangkan aspek medis seperti kromosom, hormon, alat kelamin
primer dan sekunder, serta kondisi psikologis, ditambah dengan keterangan saksi
yang mendukung identitas gender pemohon sejak kecil, sehingga walaupun regulasi
tertulis belum secara tegas menyebut istilah transeksual atau transgender, sistem

hukum Indonesia tetap memberikan ruang legal bagi pergantian status jenis kelamin

12 Mulyana, Septira Putri, et al. Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti
Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, istinbath, 2019, 18.2.
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sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan identitas individu dalam

kerangka hukum dan HAM."

Keempat, jurnal dari Asman, yang berjudul Transformasi Gender Ke
Transgender Perspektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini bahwa Bentuk
operasi kelamin terdiri dari tiga jenis yaitu operasi-operasi perbaikan atau
penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang orang yang sejak lahir
memiliki cacat kelamin seperti zakar atau penis, vagina yang tidak berlubang.
Kedua, operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda yang dilakukan terhadap
orang yang sejak lahir memiliki dua jenis kelamin yakni penis dan vagina. Operasi
ini dilakukan untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya dengan mematikan
organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai
organ kelamin bagian dalam. Dan ketiga adalah operasi penggantian atau perubahan
jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin
normal. Operasi perubahan atau ganti kelamin ini dilakukan padahal penis atau akar
laki-laki dan vagina bagi perempuan dilengkapi dengan ovarium dan rahim. Fatwa
MUI tentang operasi ganti atau perubahan kelamin adalah haram hukumnya, tetapi
dengan pendekatan filosofis, fatwa keharaman tersebut masih dapat dikaji apakah
haram mutlak atau masih dapat ditoleransi. Fatwa yang haram secara mutlak adalah

operasi ganti atau merubah kelamin yang dilakukan pasangan suami istri, tetapi

13 NOVEMZA, Lia. Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin,
Jurnal Verstek, 2020, 8.3.
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bagi seseorang yang belum terikat perkawinan masih perlu dikaji ulang tentang

boleh tidaknya operasi ganti atau perubahan kelamin mereka.'*

Kelima, jurnal dari Anna Mulia Ludy, yang berjudul Pengaruh Gender
Dalam Pembuatan Akta Notaris Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris
(Kajian Atas Transgender Dan Khuntsa) (Kajian Atas Transgender Dan Khuntsa).
Hasil dari penelitian ini bahwa terhadap seorang khuntsa dan seorang transgender
yang berhadapan dengan notaris terkhusus pada saat pembuatan akta yang berkaitan
dengan hukum orang dan keluarga, maka identitas dan jenis kelamin yang
digunakan adalah identitas terakhirnya yang tertulis di dalam kartu tanda
pengenalnya. Meskipun untuk transgender bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor
03/MUNAS/VIII/2010, namun ketentuan dari Fatwa MUI tersebut hanya bisa
diterapkan oleh untuk orang beragama Islam berdasarkan asas personalitas

keislaman.'?

. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan serangkaian teori atau konsep yang akan

berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menyelidiki atau membedah secara

16

mendalam permasalahan yang akan diteliti.’® Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan teori Maslahah .

4 Asman, Transformasi Gender Ke Transgender Perspektif Hukum Islam, Samawa
(Sakinah, Mawaddah Warahmah), 2021, 4.1: 21-33.

15 Ludy, Anna Mulia. Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian Atas
Transgender Dan Khuntsa), Indonesian Notary, 2020, 2.3: 2.

16 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan
Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), him. 4.
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Dalam kerangka pemikiran Al-Ghazali, Maslahah diklasifikasikan ke
dalam tiga bentuk berdasarkan tingkat penerimaannya dalam syariat Islam, yakni
Maslahah mu‘tabarah (kemaslahatan yang diakui syariat), Maslahah mulghah
(yang ditolak karena bertentangan dengan nash), dan Maslahah (yang tidak
memiliki landasan eksplisit dalam nash namun tidak bertentangan dengannya).
Kategori terakhir inilah yang menjadi ruang bagi dinamika ijtihad, meskipun Al-
Ghazali bersikap sangat selektif dalam penggunaannya. la menegaskan bahwa
Maslahah hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila secara jelas sejalan dengan
tujuan utama syariat (maqasid asy-syari‘ah) dan tidak bertentangan dengan
ketentuan syar’i yang bersifat pasti (gath 7). Kekhawatirannya terhadap potensi
penyalahgunaan akal dalam penetapan hukum mencerminkan komitmennya
terhadap keseimbangan antara rasionalitas dan teks wahyu.!”

Secara etimologi, Maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal
maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang
mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu
kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti
bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir
dan batin.'®

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi Maslahah yang

dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi

17 Abii Hamid al-Ghazali , al-Mustasfa fi ‘llmi al-Usiil (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah,
1983), him. 286.

'8 Husain Hamid Hasan, Nazariyah al-Maslahah fi al-Figh al-Islamy (Kairo: Dar alNahdah
al ‘Arabiyah, 1971), hlm. 34.
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yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya Maslahah
adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara
tujuan- tujuan syara’. Imam al-Ghazali mengemukakan: Maslahah al-Mursalah
adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang
membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan
dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena
kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi
sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para
wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut
mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan
ini tidak sejalan dengan kehendak shara’; karenanya tidak dinamakan Maslahah
Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam
menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak
dan tujuan manusia.

Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima
bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila
seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek
tujuan syara’ di atas, maka dinamakan Maslahah Di samping itu, upaya untuk
menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan

syara’ tersebut, juga dinamakan Maslahah *°

19 Abii Hamid al-Ghazali , al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Usil (Bairut: Dar al-Kutub al‘Tlmiyah,
1983), him. 286.
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. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu
atau perilaku yang diamati,®® dan dianalisis tanpa menggunakan teknik
statistic,”! Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kepustakaan (library
research), yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber data dari
literatur kepustakaan, seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian
sebelumnya.?
Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Pendekatan
deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran, deskripsi, atau lukisan
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik
yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diselidiki.”> Dalam konteks
penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan tentang

praktek ubudiyah transgender.

20 Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, cet. 11I, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017),

hlm. 9.

2! Etta Mamang S, dan Sopiah, Metode Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian

(Yogyakarta: C.V Andi Offset), hlm.26.

22 [bid.
23 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63.
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3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun
penelitian ini adalah pendekatan ushul figh Ilmu ini adalah dasar yang
digunakan untuk menyusun dan menetapkan hukum-hukum syariat
berdasarkan al-Qur’an, Hadith, Ijma‘, dan Qiyas. Dalam perkembangan
sejarah, ushul figih tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami hukum
Islam, tetapi juga menjadi sarana untuk menghadapi berbagai permasalahan
yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu, ushul figih berperan penting
dalam perkembangan ilmu hukum Islam itu sendiri. Pendekatan utama yang
digunakan dalam ushul figih adalah melalui pemahaman terhadap sumber-
sumber hukum utama dalam Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadith.

Namun, dalam beberapa kasus, ketika teks-teks ini tidak cukup
memberikan penjelasan yang rinci, maka pendekatan lain seperti ijma’
(kesepakatan para ulama) dan Qiyas (analogi) digunakan untuk menemukan
solusi yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Dalam konteks ini, ushul
fiqih tidak hanya berfokus pada penerapan hukum berdasarkan teks, tetapi juga
pada penafsiran yang dilakukan oleh para ulama untuk mengatasi
permasalahan yang bersifat kontemporer.

Dalam konteks Al-Qur’an, pendekatan yang digunakan dalam Ushil
Figh melibatkan pemahaman terhadap makna literal dan kontekstual ayat- ayat
yang ada. Sebagian besar ayat dalam Al-Qur’an bersifat umum, yang
memerlukan penafsiran lebih lanjut agar dapat diterapkan dengan benar dalam

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para ahli ushul figih sangat
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memperhatikan konteks sejarah dan latar belakang turunnya wahyu tersebut
(Asbab al-Nuzul) untuk dapat menarik hukum yang tepat. Selain itu, mereka
juga memperhatikan nasikh dan mansukh (ayat yang menghapus atau
digantikan oleh ayat yang lebih baru) dalam memahami relevansi ayat-ayat
tersebut.

Hadith, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an, juga menjadi
bahan kajian penting dalam pendekatan Ushiil Figh. Hadith merupakan sabda,
perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang memiliki peran
sentral dalam menggali hukum-hukum Islam. Namun, tidak semua Hadith
dianggap sahih atau dapat dijadikan dasar hukum. Oleh karena itu, dalam
pendekatan Ushiil Figh, penting untuk mengklasifikasikan Hadith-Hadith
tersebut berdasarkan tingkat keabsahannya, mulai dari yang sahih (otentik),
hasan (baik), hingga dha'if (lemah). Hal ini dilakukan untuk memastikan
bahwa hukum yang ditarik dari Hadith benar- benar dapat dipertanggung
jawabkan.

Ijma' dan Qiyas merupakan dua konsep penting lainnya dalam
pendekatan ushul fiqih. [jma’ adalah kesepakatan para ulama pada suatu waktu
tertentu mengenai sebuah hukum, yang memiliki kekuatan sebagai sumber
hukum jika tidak ada nash (teks) yang jelas dalam Al-Qur’an atau Hadith.
Sedangkan Qiyas adalah metode penarikan hukum berdasarkan analogi, yakni
menyamakan suatu permasalahan yang tidak ada ketentuannya dengan

permasalahan yang sudah ada ketentuannya, karena memiliki unsur yang sama.
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Keduanya, meskipun tidak sekuat Al-Qur'an dan Hadith, tetap memegang
peranan penting dalam memperkaya sistem hukum Islam.
Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini antara lain adalah sumber data
primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah berupa
pendapat Yisuf al-Qaradawi dan Ibn ‘Utaymin, sedangkan sumber data
sekunder antara lain adalah jurnal-jurnal akademik, buku, dan literatur-literatur
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi dokumentasi, yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari
para ulama dan para sarjana melalui kitab-kitab, buku-buku, karya-karya
ilmiah, jurnal online yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak

dibahas, serta situs web penyedia informasi.

. Analisis Data

Pertama adalah reduksi data yakni memfilter seluruh data yang telah
dikumpulkan, data-data tersebut dipilih dan diseleksi guna memfokuskan data-
data tersebut relevan dengan penelitian ini. Kedua adalah analisis data, data-
data yang telah terkumpul kemudian akan dinarasikan dan dideskripsikan
secara mendalam untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori yang telah
dipilih, yaitu teori Maslahah Hasil analisis tersebut kemudian dikomparasikan
untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pemikiran antara Yisuf al-

Qaradawt dan Ibn ‘Utaymin.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya
dilakukan secara runtut dan sistematis. Penyusun membagi pokok pembahasan
skripsi ini dalam 5 (lima) bab, pada masing-masing ada sub-sub yang menjadi
perinciannya. Adapun sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai
berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar
pemikiran dilakukannya penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta atau fenomena
yang menarik dan menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat.
Isi dari bab ini meliputi: pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, mengemukakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu teori Maslahah

Bab III, mengemukakan terkait biografi serta pemikiran kedua tokoh
tersebut.

Bab IV, merupakan isi pokok dari permasalahan yang terdapat pada latar
belakang masalah, yaitu analisis dari hasil pemikiran yang telah dikemukakan oleh
Yusuf Al-Qoradawi dan Ibn ‘Utaymin terkait tema yang diangkat oleh penulis dan
analisis teori Maslahah Dalam bab ini juga berisi tentang jawaban dari rumusan
masalah yang sudah dibuat oleh penulis.

Bab V, berisikan penutup berupa kesimpulan dan saran.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ibn ‘Utaymin
tentang pelaksanaan ibadah bagi transgender pasca operasi kelamin, dapat
disimpulkan bahwa keduanya sama-sama membedakan secara tegas antara operasi
kelamin yang dilakukan untuk penyempurnaan atau penetapan jenis kelamin akibat
kelainan bawaan (khuntsa) dengan operasi pergantian kelamin yang dilakukan
karena dorongan psikologis atau keinginan subjektif. Yusuf al-Qaradawi
cenderung mengambil pendekatan moderat dengan memberi ruang bagi
pertimbangan medis, psikologis, dan sosial, sehingga membolehkan operasi
kelamin bagi khuntsa dan menetapkan bahwa status ibadah mengikuti jenis kelamin
pasca operasi. Sementara itu, [bn ‘Utaymin bersikap lebih ketat dan tekstual dengan
menegaskan bahwa jenis kelamin merupakan fitrah yang tidak boleh diubah,
kecuali dalam kasus khuntsa musykil. Dalam konteks ibadah, Ibn “Utaymin menilai
bahwa operasi tanpa indikasi medis tidak mengubah status hukum seseorang,
sehingga pelaksanaan ibadah tetap mengikuti jenis kelamin asal sebelum operasi.
Perbedaan ini mencerminkan corak ijtihad yang berbeda dalam merespons
persoalan fikih kontemporer.

Melalui analisis menggunakan teori Maslahah , perbedaan pandangan
antara Yusuf al-Qaradawi dan Ibn ‘Utaymin dapat dipahami sebagai perbedaan
orientasi dalam menilai kemaslahatan dan kemudaratan. Yusuf al-Qaradawil

memandang bahwa kemaslahatan dapat dicapai dengan memberikan kepastian
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identitas biologis melalui operasi yang didasarkan pada kebutuhan medis yang sah,
sehingga individu dapat melaksanakan ibadah secara tertib, tenang, dan sesuai
dengan maqashid al-syari’ah. Pendekatan ini menitikberatkan pada keseimbangan
antara hak individu dan kepentingan sosial. Sebaliknya, Ibn ‘Utaymin
memprioritaskan penjagaan fitrah, kepastian hukum, dan pencegahan mafsadat
yang lebih besar dengan menolak pengakuan perubahan status ibadah akibat operasi
pergantian kelamin tanpa kebutuhan medis. Dengan demikian, kedua pandangan
tersebut sama-sama berlandaskan pada prinsip kemaslahatan, namun berbeda dalam
cara menafsirkan dan menerapkannya, sehingga menghasilkan implikasi hukum

yang berbeda terhadap pelaksanaan ibadah bagi transgender pasca operasi kelamin.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pemikiran Yusuf al-
Qaradawi dan Ibn ‘Utaymin mengenai transgender pasca operasi kelamin dalam
pelaksanaan ibadah, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan
acuan bagi penelitian selanjutnya:

1. Penelitian ini hanya mengkaji pandangan Yiisuf al-Qaradawi dan Ibn ‘Utaymin
secara deskriptif-analitis sehingga hasilnya terbatas pada interpretasi penulis
terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang digunakan. Kedua,
penelitian ini belum melibatkan wawancara langsung dengan pakar fikih
kontemporer yang mungkin dapat memberikan perspektif baru atau memperkaya
hasil analisis. Selain itu, keterbatasan waktu dan ketersediaan literatur tertentu
membuat pembahasan belum mencakup semua ulama atau mazhab yang

memiliki pandangan terkait transgender pasca operasi kelamin.
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2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti selanjutnya diharapkan dapat
memperluas kajian dengan melibatkan pendekatan empiris, misalnya
melakukan wawancara dengan para ulama, akademisi, atau praktisi hukum
Islam untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam. Penelitian berikutnya
juga dapat menambahkan studi komparatif dengan ulama dari mazhab atau
daerah lain, sehingga hasilnya lebih representatif dan komprehensif. Selain itu,
pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan aspek psikologi,
kedokteran, dan sosiologi juga akan memperkaya analisis sehingga

memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi masyarakat.
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